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HUKUM
PIDANA

Konsep Prinsip dan Implementasi

"Hukum Pidana: Konsep, Prinsip, dan Implementasi® merangkum secara
komprehensif mengenai sistem hukum pidana dalam tiga dimensi utama: konsep,
prinsip, dan implementasi. Dalam konteks konsep, buku ini memaparkan esensi
dasar hukum pidana, mencakup unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis kejahatan,
dan bagaimana tindakan tersebut diartikan dalam bingkai hukum. Penjelasan yang
mendalam dan berimbang membantu pembaca memahami dasar-dasar teoritis di
balik hukum pidana.

Dalam mengulas prinsip-prinsip hukum pidana, buku ini menjelaskan
bagaimana keadilan, proporsionalitas hukuman, asas legalitas, serta prinsip-prinsip
lainnya membentuk dasar sistem hukum pidana yang efektif dan adil. Selain itu,
buky ini turut menyoroti pentingnya implementasi hukum pidana dalam praktik,
termasuk peran lembaga-lembaga penegak hukum, proses peradilan, dan
perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana. Dengan gaya
penulisan yang jelas dan konten yang kaya akan informasi, buku ini memberikan
panduan yang berharga bagi mahasiswa, praklisi hukum, serta siapa pun yang
tertarix memahami lebih dalam tentang hukum pidana dan penerapannya dalam
masyarakat,

Dalam dimensi implementas:, buku ini mengeksplorasi bagaimana hukum
pidana diterapkan dalam praktik nyata. Ini mencakup peran sistem peradilan,
tindakan investigatif, proses pengadilan, dan hukuman. Selain ite, buku ini
memerhatikan implikasi hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam pelaksanaan
hukum pidana. Dengan analisis mendalam dan contoh kasus, buku ini memberikan
wawasan yang berharga tentang bagaimana hukum pidana beroperasi dalam
masyarakat dan berkonfribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang sistem
hukum secara keseluruhan.
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KATA PENGANTAR

Sambutan penuh penghargaan saya haturkan atas
kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, di mana
saya dapat mempersembahkan judul yang bernilai dalam dunia
hukum pidana. Buku yang saya hadirkan yaitu Buku Referensi
yan Berjudul, "Hukum Pidana: Konsep, Prinsip, dan
Implementasi" Buku ini merupakan hasil pemikiran para ahli
hukum pidana serta didasarkan juga pada pengalaman penulis
sebagai Dosen Tetap sejak tahun 2018 di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Buton dengan mengampuh beberapa
mata kuliah diantaranya: Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana,
Delik Delik Didalam Kodifikasi dan Delik Delik Diluar Kodifikasi,
Perbandingan Hukum Pidana dan Tindak Pidana Korupsi.
Diharapkan buku ini bermanfaat khususnya bagi para mahasiswa
fakultas hukum, serta umumnya bagi para pembaca yang
meminati lImu Hukum Pidana.

Dalam era yang dipenuhi dengan dinamika perubahan
sosial, ekonomi, dan teknologi, pemahaman mendalam terhadap
hukum pidana dan segala kompleksitasnya menjadi semakin
penting. Buku ini dirancang wuntuk menjadi panduan
komprehensif bagi para mahasiswa, praktisi hukum, dan siapa
pun yang tertarik memahami hukum pidana dalam berbagai
dimensi.

Saya merangkum dalam buku ini konsep-konsep mendasar
hukum pidana, yang meliputi prinsip-prinsip etika, moralitas, dan
keadilan. Lebih dari itu, saya juga mengeksplorasi bagaimana
prinsip-prinsip ini diimplementasikan dalam berbagai situasi
nyata, termasuk studi kasus yang menggambarkan perubahan
dinamis dalam aplikasi hukum pidana di berbagai konteks. Saya
percaya bahwa buku ini akan memberikan wawasan mendalam
dan pengetahuan yang praktis bagi siapa saja yang tengah
mengembangkan pemahaman terhadap hukum pidana modern.

Dalam perjalanan mengembangkan buku ini, saya
merasakan kebutuhan untuk merangkul dinamika perubahan
hukum pidana dengan pendekatan yang inklusif, kontekstual, dan
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interdisipliner. saya berharap bahwa buku ini akan mendorong
diskusi dan refleksi mendalam tentang bagaimana hukum pidana
dapat terus berkembang untuk menjawab tantangan-tantangan
masa kini.

Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih yang
tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam
penyusunan buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat yang
besar dan menjadi sumbangan berharga dalam perkembangan
ilmu hukum pidana.

Baubau, 22 Agustus 2023

Salam Hormat Penulis

Mashendra, S.H., M.H.
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BAB

KONSEP DASAR
HUKUM PIDANA

A. Pengertian Hukum Pidana
1. Mengenal Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai
pidana.! Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa
Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa
hukum pidana substantif/ materiel adalah hukum mengenai
delik yang diancam dengan hukum pidana.? Kata hukum
pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada
keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa
saja yang mengikat negara, bila negara tersebut
berkehendak wuntuk memunculkan hukum mengenai
pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana
seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana
dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau
hukum pidana positif yang juga sering disebut jus poenale.
Hukum pidana tersebut mencakup.3

1 Prodjodikoro Wirjono, “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia,” Bandung:
Refika Aditama, 2003, hlm.17.

2 Abdullah Mustafa and Ruben Achmad, “Intisari Hukum Pidana,” Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1983. HIm.9

3 Jan Remmelink and Tristam Pascal Moeliono, Hukum Pidana: Komentar Atas
Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan
Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Gramedia
Pustaka Utama, 2003). Him.1



BAB

A.

PRINSIP-PRINSIP
HUKUM PIDANA

Asas Legalitas

Menurut Machteld Boot, asas legalitas mengandung
beberapa syarat: pertama, nullum crimen, noela poena sine lege
praevia, yang berarti, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada
pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari
makna ini adalah menentukan bahwa hukum pidana tidak
boleh berlaku surut. Kedua, nullum crimen, noela poena sine lege
scripta, artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada
perbuatan pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi
dari makna ini, adalah bahwa semua perbuatan pidana harus
tertulis. Ketiga, nullum crimen, noela poena sine lege certa, artinya
tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan
undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari makna ini, adalah
harus jelasnya rumusan perbuatan pidana sehingga tidak
bersifat multitafsir yang dapat membahayakan kepastian
hukum. Keempat, nullum crimen, noela poena sine lege stricta,
artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa
undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara
implisit adalah tidak diperbolehkannya analogi. Ketentuan
pidana harus ditafsirkan secara ketat, sehingga tidak
menimbulkan perbuatan pidana baru.1®
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BAB

IMPLEMENTASI
HUKUM PIDANA

A. Penyelidikan dan Penuntutan
1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
a. Penyelidikan

Penyelidikan adalah  serangkaian tindakan
penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Demikian ditentukan oleh Pasal 1 angka 5 KUHAP.
Artinya, apabila suatu peristiwa merupakan tindak
pidana, maka perkara dilanjutkan proses penyidikan. Di
sisi yang lain, apabila suatu peristiwa bukan merupakan
tindak pidana, maka penyelidikan dihentikan.

Tujuan penyelidikan adalah untuk memberikan
tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyelidik agar
tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan
harkat dan martabat manusia.3¥ Sementara itu, tujuan
utama dari penyelidikan adalah untuk menentukan
apakah suatu peristiwa dapat dilanjutkan ke tingkat
penyidikan atau tidak. Syarat untuk dapat dilanjutkan ke
tingkat penyidikan adalah peristiwa tersebut merupakan
tindak pidana.®

3% M Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP,” (No
Title), 2000.hlm.101
39 Tolib Effendi, “Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana,” 2017.hlm.78
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BAB

TANTANGAN DAN ISU
KONTEMPORER

A. Hukum Pidana dalam Era Digital

68

1. Dampak teknologi dan internet pada hukum pidana
a. Dampak positif

Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana
teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah
pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan
kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan
sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan
penegakan hukum. Dalam penggunaan sarana teknologi
informasi dan komunikasi telah terjadi banyak
penyimpangan yang merugikan banyak pihak. Berbagai
modus kejahatan baru muncul seiring berkembangnya
teknologi, mengingat tindakan carding, hacking,
penipuan, terorisme, perjudian, dan penyebaran
informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktifitas
pelaku kejahatan yang memanfaatkan kecanggihan
teknologi.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat
pesat telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan
termasuk aspek hukum yang berlaku. Kemajuan
teknologi informasi tersebut antara lain ditandai dengan
maraknya penggunaan media elektronik mulai dari
penggunaan handphone hingga komputer yang semakin
canggih. Penggunaan media elektronik  yang
menyangkut teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,
menyimpan, memproses mengumumkan, menganalisa
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